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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C (Character,
Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam pemberian kredit pegawai aktif
pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Fokus utama dari penelitian
ini adalah untuk memhami bagaimana prosedur pemberian kredit diterapkan dan
untuk mengidentifikasi aspek dari prinsip SC yang perlu diperbaiki atau disesuaikan
untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan empat pegawai BPR DP Taspen Kantor
Cabang Karawang dan melalui analisis dokumen terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada BPR DP Taspen Kantor
Cabang Karawang sudah sesuai dengan prinsip 5C, namun terdapat beberapa aspek
yang perlu diperbaiki, terutama dalam penelitian karakter dan agunan atau
collateral. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa ketidakmampuan nasabah
dalam mengelola keuangan dan perubahan kondisi ekonomi makro merupakan

faktor utama yang menyebabkan terjadinya risiko kredit.

Kata kunci : Evaluasi Kredit ; Prinsip 5C ; Kredit Pegawai Aktif
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ABSTRACT

This research aims to evaluate the application of the 5C principles (Character,
Capacity, Capital, Collateral, Condition) in providing credit to active employees at
PT. BPR DP Taspen Karawang Branch Office. The main focus of this research is to
understand how credit granting procedures are implemented and to identify aspects
of the 5C principles that need to be improved or adjusted to improve the quality of
credit granting. The research method used is descriptive qualitative with a case
study approach. Data was collected through in-depth interviews with four
employees of BPR DP Taspen Karawang Branch Office and through analysis of
related documents. The research results show that the procedures for granting
credit at the BPR DP Taspen Karawang Branch Olffice are in accordance with the
5C principles, but there are several aspects that need to be improved, especially in
character research and collateral. This research also identifies that customers'
inability to manage finances and changes in macroeconomic conditions are the

main factors that cause credit risk.

Keyword : Credit Evalution ; Principle 5C ; Active Employee Credit
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang kebutuhan finansial di kalangan masyarakat, terutama
di negara berkembang seperti Indonesia semakin meningkat. Hal ini,
disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang mencari penghasilan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat
memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai usaha yang melibatkan
berbagai aspek kehidupan dan tidak terlepas dari transaksi perbankan (Alamri
et al., 2023). Menurut peraturan perundang-undangan perbankan, bank adalah
entitas usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.
Dalam melaksanakan tugasnya, bank sangat bergantung pada kepercayaan
masyarakat sebagai modal utama. Kepercayaan ini dapat diperoleh melalui
upaya menjaga kesehatan bank. Sebuah bank dianggap sehat jika mampu
menjalankan perannya dengan baik, yaitu bank yang dapat mendukung
kelancaran sistem pembayaran dan fungsi intermediasi keuangan, serta dapat
digunakan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, terutama
kebijakan moneter.

Salah satu aspek vital dalam industri ini adalah pemberian kredit kepada
nasabah. Memberikan pinjaman adalah salah satu inti bisnis bank yang dapat
memberikan keuntungan terbesar. Namun perlu diakui bahwa pinjaman juga
membawa risiko tinggi bagi kesehatan keuangan bank jika tidak dikelola
dengan baik. Pemberian pinjaman merupakan kegiatan pokok bank, sehingga
sebagian besar aset bank diinvestasikan dalam bentuk kredit (Basori &
Wahyuningsih, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagimana telah diubah
dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankan terbagi menjadi
dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan



Rakyat didefinisikan sebagai bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya pelayanan yang diberikan BPR jauh
lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan bank umum, baik secara
konvensional maupun syariah. Jika berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) saat memberikan kredit kepada masyarakat, mereka dihadapkan dengan
persaingan yang sangat ketat dengan bank-bank lainnya. Setiap BPR berusaha
untuk memikat hati masyarakat dengan berbagai strategi, seperti menyajikan
syarat kredit yang lebih mudah dan prosedur yang lebih sederhana, penawaran
kredit tanpa agunan, bunga yang kompetitif dan berbagai metode lainnya
(Mutiarawati, 2018).

BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang merupakan salah satu lembaga
keuangan mikro yang turut menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit.
Beragam produk yang ditawarkan oleh BPR DP Taspen salah satunya yaitu
Kredit Pegawai Aktif. Kredit Pegawai Aktif adalah kredit yang dapat diajukan
oleh para pegawai aktif ASN. Produk ini mengalami kendala dalam penyaluran
pembiayan kepada calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan
nasabah yang tidak melunasi pembiayaan kreditnya. Dalam rangka memastikan
kualitas kredit yang diberikan dan mengurangi risiko kredit macet, penerapan
prinsip 5C menjadi sangat krusial, penerapan prinsip 5C dalam pemberian
kredit perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
prosedur dan kebijakan yang diterapkan masih relevan dan efektif dalam
menghadapi tantangan dan risiko yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
penerapan prinsip SC dalam pemberian kredit pegawai aktif ASN di PT. BPR
DP Taspen KC Karawang. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat
ditemukan berbagai aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, sehingga
proses pemberian kredit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mengacu hal
tersebut penulis tertarik mengambil judul “EVALUASI PENERAPAN
PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI AKTIF PADA
PT. BPR DP TASPEN KC KARAWANG”.



1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah

seperti berikut:

1) Bagaimana prosedur pemberian Kredit Pegawai Aktif pada PT. BPR DP
Taspen Kantor Cabang Karawang?
2) Apakah ada aspek dari prinsip 5C yang perlu diperbaiki atau disesuaikan

untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit?
1.3 Tujuan

1) Untuk menjelaskan prosedur pemberian Kredit Pegawai Aktif pada PT. BPR
DP Taspen Kantor Cabang Karawang.
2) Untuk mengidentifikasi aspek-aspek dari prinsip 5C yang perlu diperbaiki

atau disesuaikan guna meningkatkan kualitas pemberian kredit.
1.4 Manfaat

1) Untuk meningkatkan pemahaman umum mengenai pentingnya evaluasi
prinsip 5C dalam menjaga kesehatan finansial bank.

2) Untuk membantu bank dalam mengidentifikasi dan memperbaiki
kelemahan dalam penerapan prinsip 5C.

3) Untuk memberikan kontribusi kepada literatur ilmiah mengenai penerapan

prinsip 5C dalam pemberian kredit.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau riset yang sudah dilakukan

sebelumnya dan relevan dengan topik atau isu yang sedang diteliti. Penelitian-

penelitian ini digunakan sebagai refensi untuk memahami perkembangan

pengetahuan dalam suatu bidang, menemukan celah atau keterbatasan dalam

penelitian sebelumnya, dan membangun landasan teori atau kerangka kerja

untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian memilih penelitian

diantaranya:

Tahun Nama Judul Hasil penelitian

2023 | RIKA ARI | Implementasi KSPPS Bina Mitra
APRITA (Aprita, | Analisis Prinsip | Wahana Rahmah Jatim

2023)

5C (Studi Pada
KPPS Bina Mitra
Wahan Rahmah
Jatim Kediri)
Dalam Mitigasi
Risiko

Pembiayaan

Kediri  telah  mampu
mengimplementasi prinsip
analisis pembiayaan dalam
mitigasi risiko pembiayaan
dengan cara menggunakan
5C

analisis secara

keseluruhan. Dari
implementasi analisis
prinsip 5C dalam mitigasi
risiko pembiayaan saat ini
terbukti dapat menurunkan
presentase Non

Performing Finance (NPF)

2023

Yanaski Adiyola
(Adiyola, 2023)

Evaluasi
Penerapan Prinsip

5C Pada Prosedur

Sistem pemberian kredit

Kupedes di PT Bank

Rakyat Indonesia




Pemebrian Kredit | (Persero) Tbk  Unit
Kupedes PT Bank | Laweyan sudah
Rakyat Indonesia | menerapkan prinsip 5C
(Persero) Tbk | dengan  sesuai, yaitu
Unit  Laweyan | didalam prosedur sudah
Solo Slamet | memuat sistem pemberian
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Kesimpulan dari lima kajian pustaka yang telah dianalisis menunjukkan
bahwa penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan
Conditions) dalam proses pemberian kredit sangat krusial untuk meningkatkan
kelayakan kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Semua
penelitian sepakat bahwa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh membantu
bank dan lembaga keuangan dalam melakukan analisis mendalam terhadap
debitur, sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet.
Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dalam penyediaan
informasi yang diperlukan oleh bank dari debitur, yang dapat mempengaruhi

keputusan pemberian kredit.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang
baik dapat membantu lembaga keuangan menjaga kualitas kredit, seperti yang
tercermin dari fluktuasi Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah. Lebih
lanjut, implentasi prinsip 5C turut berperan dalam mitigasi risiko pembiayaan,
yang terbukti menurunkan persentase Non Performing Finance (NPF) di
beberapa lembaga keuangan. Sebagai contoh, penerapan prinsip SC dalam
prosedur pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia menegaskan bahwa
penilaian yang komprehensif terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan,
dan kondisi ekonomi debitur sangat penting untuk menjamin keberhasilan

pemberian kredit.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menekankan bahwa penerapan
prinsip 5C yang konsisten dan efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan

kredit dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.
2.2 Bank
2.2.1 Pengertian Bank

Secara tradisional, fungsi bank didefinisikan sebagai lembaga perantara
yang bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana
(penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Umumnya, ada

pandangan bahwa bank dibiayai oleh nasabah penyimpan, nasabah peminjam



dan nasabah pengguna layanan bank lainnya. Namun, jika dipertimbangkan
lebih lanjut, terdapat dua kelompok yang mendukung eksistensi bank yaitu
pihak atau kelompok yang disebut sebagai surplus spending units dan deficit
spending units (Rahmayeli & Marlius, 2017). Bank sebagai institusi
keuangan umumnya didirikan atas izin perusahaan untuk menerima deposito
dan memberikan pinjaman, serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan

surat utang (Putra, 2017).
2.2.2 Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Perbankan. Jenis-jenis perbankan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998
berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Namun,
kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak mengalami
perubahan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank dan
kepemilikian bank. Secara fungsi, perbedaan tersebut terletak pada jumlah
produk yang ditawarkan dan jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan,
kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari pemilikan saham yang ada dan akte
pendiriannya. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari nasabah yang dilayani,
apakah masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu seperti
kecamatan. Undan- Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis

perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a) Bank Umum
b) Bank Pembangunan
c) Bank Tabungan
d) Bank Pasar
e) Bank Desa
f) Lumbung Desa
g) Bank Pegawai
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 serta
ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undanf RI Nomor 10 Tahun



1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (Fadlan, 2022).

1.

Bank Umum
Bank umum adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai
layanan perbankan kepada masyarakat luas. Layanan yang disediakan
oleh bank umum mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito serta penyaluran
dana tersebut melalui berbagai jenis pinjaman atau kredit. Selain itu,
bank umum juga menyediakan layanan jasa keuangan lainnya seperti
transfer uang, pembayaran tagihan, penyimpanan barang berharga, dan
layanan kartu kredit serta debit. Bank umum berperan penting dalam
sistem keuangan dan perekonomian suatu negara dengan menyediakn
fasilitas keuangan yang memudahkan transaksi dan investasi. Bank
umum dapat didirikan dan dijalankan dengan izin dari Menteri Keuangan
setelah mempertimbangkan pendapat Bank Indonesia. Bank ini dapat
didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau
melalui kerja sama antara warga negara Indonesia, dan badan hukum
Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri (Sumual,
2016).
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk
deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dianggap setara.
Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, kegiatan
Bank Perkreditan Rakyat melibatkan:
a) Penghimpunan dana dari masyarakat dala bentuk simpanan deposito
berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dianggap setara.
b) Penyediaan kredit atau penyalurannya kembali kepada masyarakat.
c) Memberikan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan
prinsip syariah dengan skema bagi hasil sesuai dengan ketentuan

yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
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d) Menanamkan dana nya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan di bank
lain.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kemampuan untuk
memberikan layanan jasa dan menyediakan pinjaman kepada masyarakat
dari berbagai lapisan, baik yang berada di kategori ekonomi menengah
ke bawah maupun menengah ke atas. Kegiatan perkreditan merupakan
salah satu aktivitas utama dalam dunia perbankan karena sebagian besar

pendapatan berasal dari sektor kredit (Sukma et al., 2017).

2.2.3 Fungsi Bank

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian dengan berbagai

fungsi yang mereka jalankan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank:

a)

b)

d)

Penghimpun Dana (Fungsi Intermediasi):

Bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan
deposito. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali ke
masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Penyaluran Kredit:

Bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada
individu, bisnis, atau pemerintah dalam bentuk pinjaman atau kredit.
Penyaluran kredit ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
memberikan modal kepada pelaku usaha untuk berinvestasi atau
menjalankan kegiatan bisnis.

Penyedia Jasa Pembayaran:

Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer dana,
penerbitan cek, kartu debit/kredit, dan sistem pembayaran elektronik
lainnya. Layanan ini memudahkan transaksi keuangan dan perdagangan
baik dalam negeri maupun internasional.

Pengelolaan Risiko Keuangan:
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Bank menawarkan berbagai produk keuangan, seperti asuransi dan
instrumen derivatif, yang membentu individu dan perusahaan dalam
mengelola risiko keuangan. Produk-produk ini dirancang untuk
melindungi dari risiko seperti fluktuasi suku bunga, perubahan nilai

tukar, dan risiko kredit.
2.3 Kredit
2.3.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
disebutkan bahwa “kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dianggap
setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjaman
antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk
melunasi pinjamannya setara periode waktu tertentu dengan pembayaran
bunga” (Kosasih & SH, 2021). Bagi masyarakat, kredit memiliki peran yang
sangat penting dalam mendukung dan memperluas usahanya. Dengan
menggunakan dana kredit, mereka dapat menambah atau meningkatkan
berbagai faktor produksi, seperti modal kerja tambahan, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, dan aspek lainnya (Baiya, 2019).
2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip 5C menjadi standar atau
panduan yang mencerminkan stabilitas suatu bank, dengan tujuan agar kredit
yang diberikan tidak mengalami masalah atau kredit macet. Oleh karena itu,
penting untuk menilai dengan cermat prinsip dasar dalam pemberian kredit,
yang dikenal sebagai prinsip 5C dalam dunia perbankan (Guntara & Griadhi,
2019). Hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis kredit adalah bahwa
nasabah harus memenuhi prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

a) Character (Karakter)
Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa sifat atau karakter dari pihak

yang mengajukan kredit harus dapat dipercaya. Ini tercermin dalam latar
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belakang debitur, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun aspek

pribadi, seperti gaya hidup, kondisi keluarga, kebiasaan, dan stutus

sosialnya.
b) Capacity (Kemampuan)

Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Ini

melibatkan analisis cash flow, rasio keuangan dan kapasitas ekonomi

nasabah.
c) Capital (Modal)

Dalam mengevaluasi prinsip ini, perhatian diberikan pada efektivitas

penggunaan modal, yang dinilai dari laporan keuangan (neraca dan

laporan laba rugi). Evaluasi melibatkan pengukuran aspek likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas, dan faktor ukuran lainnya. Selain itu, sumber
modal yang tersedia saat ini juga menjadi perhatian.

d) Condition (Kondisi)

Menilai kondisi ekonomi dan bisnis yang dapat memengaruhi

kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit. Faktor ini

mencakup perubahan ekonomi, kebijakan suku bunga, dan stabilitas
pasar.
e) Collateral (Agunan)

Melibatkan aset atau jaminan yang diambil oleh bank jika nasabah gagal

membayar kredit. Ini merupakan langkah untuk mengurangi risiko

perbankan.

Penerapan prinsip 5C bertujuan untuk melindungi pihak bank dari risiko
debitur yang kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti
mengalami wanprestasi yang mengakibatkan kredit bermasalah. Kredit
bermasalah merujuk pada kredit yang tidak lancar, dipertanyakan atau macet.
Keadaan ini bisa mengganggu proses pengembalian kredit sesuai jadwal yang
telah ditetapkan. Istilah kredit bermasalah telah dikenal dalam konteks
Perbankan Indonesia sebagai versi dari “problem loan” yang merupakan
terminologi yang umum digunakan secara internasional (Guntara & Griadhi,

2019).
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2.4 Risiko Kredit
2.4.1 Pengertian Risiko Kredit

Risiko kredit sering disebut sebagai risiko gagal bayar adalah risiko yang
timbul akibat ketidakmampuan atau kegagalan nasabah dalam
mengembalikan pinjaman yang diterima dari perusahaan beserta bunga yang
telah ditetapkan dalam jangka waktu yang disepakati. Risiko kredit muncul
karena adanya kemungkinan pinjaman tidak mampu memenuhi kewajiban
pembayaran (Mosey et al., 2018). Risiko kredit yang harus ditanggung oleh
bank dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi bank untuk
memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga berdampak

negatif terhadap profitabilitas perbankan (Rahmi, 2014).
2.4.2 Faktor-Faktor Risiko Kredit

Faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit meliputi
ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjman
tepat waktu, yang bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan, kehilangan
pekerjaan atau masalah keuangan lainnya. Selain itu, perubahan kondisi
ekonomi makro seperti resesi, inflasi tinggi, atau kenaikan suku bunga yang
signifikan juga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar
pinjaman. Kelemahan dalam manajemen internal bank, seperti proses analisis
kredit yang kurang tepat, penilaian risiko yang tidak akurat, atau kebijakan
manajemen kredit yang tidak efektif, dapat meningkatkan kemungkinan

terjadinya risiko kredit.
2.4.3 Dampak Risiko Kredit

Dampak dari risiko kredit dapat sangat signifikan bagi lembaga
keuangan. Ketika terjadi risiko kredit, yaitu ketika nasabah gagal memenuhi
kewajiban pembayaran pinjaman, bank akan mengalami kerugian finansial
yang langsung memengaruhi profitabilitasnya. Kerugian ini dapat muncul
dalam bentuk non-performing loan (NPL), yang tidak hanya mengurangi

pendapatan bunga yang seharusnya diterima oleh bank, tetapi juga
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meningkatkan biaya operasional karena bankk harus mengalokasikan lebih
banyaj sumber daya untuk penagihan, restrukturisasi kredit atau penjualan
agunan. Selain itu risiko kredit yang tinggi juga dapat menurunkan
kepercayaan investor dan kreditor terhadap bank, yang berpotensi
memengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu,
penting bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif

guna meminimalkan dampak negatif tersebut.
2.5 Ketaspenan
2.5.1 Pengertian Taspen

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 disebutkan bahwa Dana
Pensiunan adalah entitas hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dan pelaksanaan program yang memberikan jaminan manfaat pensiun bagi
pesertanya. Dana pensiun menjadi sebuah entitas atau organisasi yang secara
sah didirikan dan beroperasi untuk mengelola program pensiun, khususnya
untuk kesejahteraan karyawan perusahaan, terutama mereka yang sudah

memasuki masa pensiun (Masrohatin et al., 2023).



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih
karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks
dan dinamis terkait dengan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit
pegawai aktif ASN di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang.
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku
yang diamati. Penelitian deskriptif, di sisi lain, adalah bentuk penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada.
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau area

tertentu.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang
lebih jelas dan lengkap, serta memudahkan peneliti dalam melakukan
observasi. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang
Karawang, sebuah lembaga perbankan yang turut menyalurkan dana nya ke
masyarakat dalam bentuk kredit. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
relevansi dan keterjangkauannya dalam mengakses data yang diperlukan.
Penelitian ini dilaksanakan pada saat magang di perusahaan tersebut, dimulai

pada bulan September 2023 hingga bulan Maret 2024.
3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus
memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap
penerapan prinsip SC di PT. BPR Taspen Kantor Cabang Karawang. Melalui
desain ini, peneliti dapat memahami bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam

konteks nyata, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

15
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keberhasilan atau kegagalannya. Dalam studi kasus dengan penelitian kualitatif

ini, diperlukan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh terhadap kasus

tertentu. Hal ini mencakup proses yang akan dijalankan, informasi mengenai

cara pengumpulan sampel jika diperlukan survei primer, ukuran sampel,

metode pengumpulan data, intrumen penelitian, serta prosedur teknis

penelitian lainnya (Nasution, 2023).

3.4 Sumber Data

)

2)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

Data Primer: Data primer adalah data internal yang diperoleh langsung
melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan
metode lainnya (Siregar et al., 2022). Data yang diperoleh langsung dari
narasumber melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.
Narasumber utama adalah pegawai PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang
Karawang yang terlibat dalam proses pemberian kredit.

Data Sekunder: Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari
dokumen perusahaan, bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan sumber-
sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data disebut sebagai data
sekunder jika diperoleh bukan dari sumber asli atau sumber pertama,

melainkan merupakan hasil penyajian dari pihak lain (Wahidmurni, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis terjun langsung ke objek

penelitian untuk memperoleh data yang valid yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi:

1))

Wawancara Mendalam: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara adalah
proses tatap muka yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh
informasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini melibatkan
pertanyaan yang umumnya tidak terstruktur dan bersifat terbuka, dengan

tujuan menggali informasi secara mendalam dari pihak atau masalah yang
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diteliti (Bali & Darma, 2019). Penulis melakukan wawancara dengan
pegawai PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang yaitu kepada dua
orang staff Account Officer, Assisten Manajer Operasional, serta Branch
Manager. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam mengenai penerapan prinsip SC dan pengalaman praktis dalam
proses pemberian kredit.

2) Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap
kegiatan sehari-hari di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang,
terutama terkait dengan proses pemberian kredit. Observasi ini bertujuan
untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang diterapkan serta dinamika yang
terjadi di lapangan.

3) Dokumentasi: Analisis dokumen-dokumen perusahaan, seperti sejarah
singkat bank, visi dan misi bank, struktur organisasi, kebijakan kredit, dan
dokumen terkait lainnya untuk memahami lebih lanjut penerapan prinsip 5C

dan data pendukung lainnya.
3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah standar kebenaran data hasil penelitian yang
lebih menekankan pada validitas data atau informasi dibandingkan dengan
sikap dan jumalah orang (Octaviani & Sutriani, 2019). Keabsahan data dalam
penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian
dapat dipercaya dan valid. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk
memeriksa validitas data dengan menggunakan berbagai sumber data atau
metode. Teknik keabsahan data triangulasi adalah salah satu metode yang
digunakan dalam penelitian untuk memastikan validitas dan kendalan data
yang diperoleh. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data,
metode teori atau penelitian yang berbda untuk memeriksa konsistensi temuan

dalam penelitian.

Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meminimalkan bias dan
memperkuat validitas hasil penelitian. Dengan membandingkan data dari

berbagai sumber atau perspektif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang
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lebih komprehensif dan meyakinkan tentang fenomena yang diteliti. Dalam

penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara berikut:

1)

2)

Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda
seperti wawancara dengan responden yang berbeda, dokumen dan observasi
untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti
account officer, asisten manajer operasional serta branch manager.

Triangulasi Metode: Menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan
data seperti wawancara mendalam, survei dan observasi untuk memastikan

validitas data yang dikumpulkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses yang

lebih fleksibel dan interpretatif di bandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Teknik analisis data adalah usaha untuk memperoleh dan mengubah sistem data

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami kasus yang sedang diteliti

dan menyampaikan temuan untuk penelitian di masa mendatang (Ahmad &

Muslimah, 2021). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis

tematik, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1))

2)

Reduksi Data adalah proses memilih, memfokuskan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang
berasal dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data,
mencakup pembuatan ringkasan, penulisan memo, dan kegiatan lainnya
untuk menyaring data atau informasi yang tidak relevan, sehingga data yang
diperoleh dapat diverifikasi.

Penyajian Data adalah proses mendeskripsikan sekumpulan informasi yang
terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, yang dirancang

untuk menyusun informasi secara terpadu dan mudah dipahami.
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3) Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data, yang melibatkan
interpretasi untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.
Aktivitas ini terkait erat dengan penyajian data, di mana analisis data
berlangsung secara terus-menerus dan berulang. Proses analisis data
kualitatif melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara berurutan. Data yang telah
dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk
menggambarkan fakta di lapangan atau menjawab pertanyaan penelitian,
kemudian diambil intisarinya. Setiap tahap dalam proses ini dilakukan
untuk memastikan keabsahan data, dengan menelaah seluruh data yang
diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen pribadi,

dokumen resmi, gambar/foto yang didukung oleh studi dokumentasi.



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

Gambar 4.1 Logo Perusahaan

Op TA®
(Sumber: BPR DP Taspen KC Karawang, 2023)

PT. BPR DP Taspen didirikan pada tanggal 18 Januari 1990. Berdasarkan
Anggaran Dasar PT. BPR Purnaloka Bhakti Nomor: 20/PT/01/90 tanggal 25

S

Januari 1990, perusahaan ini mengalami perubahan terakhir yang tercantum
dalam akta Notaris Nomor: 27 tanggal 13 Januari 2010 oleh Notaris Petrus
Suandi Halim, SH. tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
dengan Nomor: AHU-06044.AH.01.02 tahun 2010 pada tanggal 4 Februari
2010, sehingga pada tanggal 13 Januari 2010, nama perusahaan berubah
menjadi PT. BPR DP Taspen.

BPR DP Taspen terus berusaha memainkan perannya sebagai solusi
strategis untuk turut meraih asa yang digantungkan bagi karyawan. Dana
pensiun hadir untuk memberikan harapan melalui kemampuan dan potensi

sumber daya dalam upaya mensejahterakan karyawan. BPR DP Taspen
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berharap dapat selalu menjadi penyedia dana pensiun yang sehat, terpercaya,

dan dapat memenuhi kewajibannya.

4.1.2 Visi dan Misi PT BPR DP Taspen

Adapun Visi dan Misi nya ialah sebagai berikut:

1.

Visi

Menjadi BPR terpercaya dengan layanan andal dan tumbuh dengan

konsisten.

Misi

a) Menjalankan fungsi mediasi perbankan dengan jujur, beretika,
profesional dan prudent.

b) Mewujudkan janji dan memenuhi kewajiban kepada semua nasabah
yang menempatkan dana di BPR DP Taspen.

¢) Memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan
berdasarkan praktek perbankan yang sehat.

d) Melakukan pengembangan serta pertumbuhan bank secara
berkelanjutan, sesuai dengan harapan pemegang saham.

e) Berpartisipasi dalam membangun ekonomi kerakyatan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang:
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

BRANCH MANAGER

Sabar Bagiyo

ASISTEN
MANAGER
OPERATIONAL

M. Ali Mahbub
Zuhdi

ACCOUNT
OFFICER
Dika Rizgia
Saputra

ACCOUNT
TELLER OFFICER

ADMINISTRASTI

KEUANGAN
Nendah Solihah

Yushe Heri Lingga
Mustika

(Sumber: PT. BPR DP Taspen KC Karawang. 2023)

4.1.4 Tata Kelola

a)

b)

d)

Branch Manager adalah pejabat struktural yang ditunjuk dan diangkat
oleh Direksi, bertugas dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk
memimpin, mengelola melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di
Kantor Cabang sesuai kebijakan-kebijakan Direksi PT BPR DP Taspen
dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Asisten Manajer Operasional (AMO) Kantor Cabang adalah pejabat
struktural yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur Utama, yang
bertugas dan bertanggung jawab kepada Manajer Operasional, dalam
pelaksanaan operasional di Kantor Pusat Operasional.

Staff Account Officer adalah pelaksana yang ditunjuk dan diangkat oleh
Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Asisten Manajer
Bisnis atau Branch Manager atau kepada Kepala Kantor Kas untuk
melaksanakan tugas pemasaran kredit, pemasaran deposito, penambahan
pensiunan, penagihan, serta pengumpulan persyaratan klaim AJK dari
ahli waris.

Staff administrasi Keuangan Kantor Cabang adalah pelaksana yang

ditunjuk dan diangkat oleh Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab
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kepada AMO di kantor cabang untuk melaksanakan tugas pembukuan
(akutansi), menyusun Laporan Keuangan dan pajak serta melaporkan
kepada Kantor Pajak.

e) Teller adalah pelaksana yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi yang
bertugas dan bertanggung jawab kepada AMO KPO atau AMO Kantor
Cabang atau Kepala Kantor Kas untuk melaksanakan tugas transaksi

pengeluaran dan penerimaan kas.
4.1.5 Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang ditawarkan pada PT BPR DP Taspen yaitu:

1. Kredit
a) Kredit Pegawai Aktif
b) Kredit Pensiun Regular
¢) Kredit Pensiun Platinum
d) Kredit Pensiun Platinum Plus
e) Kredit Wiraswasta
f) Kredit Jande

2. Produk Tabungan
a) Tabungan Umum
b) Tabungan Pensiun
¢) Tabungan SimPel
d) Tabungan Friend

3. Produk Deposito

4. Layanan
a) Pengurusan Klim Pensiun ke Taspen

b) Pembayaran Uang Pensiun
4.2 Data Khusus
4.2.1 Kredit Pegawai Aktif

Kredit Pegawai Aktif adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan aktif pada suatu
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perusahaan atau instansi, seperti PT. TASPEN (Persero). Kredit ini memiliki
suku bunga yang kompetitif serta menawarkan jumlah pinjaman dan jangka
waktu yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan gaji masing-
masing karyawan. Tujuan dari kredit ini adalah untuk memberikan bantuan
finansial kepada pegawai yang masih aktif bekerja, sehingga mereka dapat
memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus menghadapi beban keuangan

yang berat.
Adapun persyaratan pemberian Kredit Pegawai Aktif ASN, sebagai berikut:

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam

pengajuan kredit antara lain:

a) Fotokopi KTP suami dan istri

b) Fotokopi KK

¢) Fotokopi NPWP

d) Slip gaji

e) Jaminan asli (SK 80%, SK 100%, SK Pangkat Terakhir)

Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Aktif pada BPR DP Taspen Kantor
Cabang Karawang, antara lain:

Pada bagian ini, membahas prosedur pemberian kredit pegawai aktif di BPR
DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Berdasarkan hasil wawancara kepada
staff account officer 1, prosedur pemberian kredit meliputi beberapa tahap

yang saling berkaitan dan berkesinambungan :

Gambar 4.3 Alur Pemberian Kredit Pegawai Aktif

(Sumber : PT. BPR DP Taspen KC Karawang, 2024)
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a. Permohonan Kredit
Tahap pertama dalam proses permohonan kredit adalah pengumpulan
berkas kredit, yang mencakup informasi dasar mengenai identitas, tujuan
pinjaman, jumlah pinjaman yang diinginkan, dan rencana penggunaan
dana. Setelah itu, nasabah harus mengumpulkan dan menyerahkan
dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank, seperti
fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP,
SK asli Pangkat Terakhir, SK asli 80%, SK asli 100%, slip gaji terbaru.
Petugas bank kemudian memeriksa semua dokumen yang diserahkan
untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya, guna mengidentifikasi
dan mencegah penipuan serta memastikan bahwa calon nasabah
memenuhi persyaratan dasar untuk mengajukan kredit. Setelah semua
dokumen terkumpul dan diverifikasi, petugas bank memberikan
informasi mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses
pengajuan kredit kepada nasabah, termasuk proses verifikasi lebih lanjut,
pemeriksaan BI Checking, dan verifikasi status flagging.

b. Analisa Kredit
Pada tahap analisa kredit, bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
kelayakan calon nasabah berdasarkan informasi dan dokumen yang telah
dikumpulkan sebelumnya. Proses ini dimulai dengan pengecekan BI
Checking untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki catatan
buruk atau kredit bermasalah di bank lain. Selanjutnya, bank menilai 5
aspek utama dari calon nasabah, yaitu prinsip 5C (Character, Capacity,
Capital, Colleteral, Condition)

c. Realisasi Kredit
Tahap realisasi kredit merupakan tahap akhir dalam proses pemberian
kredit di mana dana pinjaman disalurkan kepada nasabah setelah semua
persyaratan dan verifikasi terpenuhi. Setelah komite kredit memberikan
persetujuan atas pengajuan kredit, AO (Account Officer) menjelaskan
syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jadwal angsuran, suku bunga,

dan biaya terkait lainnya. Pada tahap ini, AO memastikan bahwa nasabah
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memahami semua ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam
perjanjian kredit. Pencairan dana ini dapat dilakukan melalui transfer
bank dan juga langsung secara tunai. Setelah pencairan, AO akan
melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran sesuai dengan

jadwal yang ditentukan.

4.2.5 Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) adalah

kerangka kerja yang digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan kredit

nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C di BPR DP

Taspen Kantor Cabang Karawang telah berjalan dengan baik, namun ada

beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan

kualitas pemberian kredit.

a)

b)

Character (Karakter)

Analisis karakter calon nasabah merupakan komponen penting dalam
menilai keandalan dan tanggung jawab nasabah. Saat ini proses
dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Selain itu juga
dilakukan dengan cara melihat dari SLIK masing-masing nasabah
Capacity (Kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dinilai
berdasarkan pendapatan dan potensi penghasilan. Saat ini, BPR DP
Taspen menganalisis gaji ASN pegawai aktif dan mensyaratkan sisa 70%
dari gaji setelah potongan serta dengan BI checking calon nasabah yang
bagus.

Capital (Modal)

Modal yang dimiliki oleh calon nasabah dievaluasi untuk menilai
efektivitas penggunaanya. Jika terjadi risiko kredit, usaha yang
dijalankan oleh debitur akan berfungsi sebagai jaminan dan menjadi
tanggung jawab debitur untuk membuktikan kepada pihak bank bahwa

usahanya tetap berkembang.

d) Collateral (Agunan)
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Agunan yang diminta oleh PT. BPR DP Taspen hanya berupa SK (Surat
Keputusan). SK yang dijadikan jaminan juga dapat digunakan pada bank
lain seperti BJB, sehingga ini mungkin kurang kuat untuk dijadikan
jaminan.
e) Condition (Kondisi)
Kondisi ekonomi, termasuk faktor politik, sosial dan budaya, sangat
mempengaruhi keputusan pemberian kredit. BPR DP Taspen perlu lebih
responsif  terhadap  perubahan  kondisi makroekonomi dan
mengintegrasikan analisis ekonomi makro dalam proses evaluasi kredit.
Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit
berfungsi untuk meminimalkan risiko kredit bagi bank dan memastikan
bahwa pinjaman diberikan kepada calon debitur yang memiliki kemungkinan
tinggi untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Prinsip ini membantu bank
dalam mengambil keputusan kredit yang lebih terinformasi dan mengurangi

kemungkinan kredit bermasalah.



BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C dalam

pemberian kredit pegawai aktif pada PT. BPR DP Taspen Kamtor Cabang

Karawang, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama. Berdasarkan hasil

analisis data dan temuan yang diperoleh, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1)

2)

Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Aktif:

Prosedur pemberian kredit pegawai aktif pada BPR DP Taspen Kantor
Cabang Karawang telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Proses ini
dimulai dengan pengumpulan berkas kredit, verifikasi dokumen, analisis
kelayakan nasabah, persetujuan oleh komite kredit, penandatanganan
perjanjian kredit, hingga realisasi dana pinjaman. Setiap tahap dalam
proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa nasabah
yang diberikan kredit memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan
untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah
disepakati.

Evaluasi Prinsip 5C:

Dalam penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,
Condition), ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau
disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit.

a) Character (Karakter): Evaluasi karakter nasabah harus lebih teliti dan
mendalam untuk memastikan bahwa nasabah memiliki integritas dan
tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan alat
bantu seperti BI Checking sangat membantu dalam menilai karakter
nasabah berdasarkan riwayat kredit sebelumnya.

b) Capacity (Kamampuan): Penilaian kemampuan nasabah dalam
mengembalikan pinjaman harus lebih komprehensif, termasuk

analisis lebih mendetail tentang sumber pendapatan dan stabilitas
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keuangan nasabah. Ini penting untuk mengurangi risiko kredit macet.
Dengan melihat juga dari SLIK masing-masing calon nasabah

c) Capital (Modal): Analisis modal atau aset yang dimiliki nasabah perlu
diperkuat untuk memastikan bahwa memiliki cadangan yang cukup
dalam menghadapi risiko keuangan.

d) Collateral (Agunan): Pengikatan agunan harus dilakukan dengan lebih
hati-hati, memastikan bahwa nilai agunan cukup untuk menutupi
jumlah pinjaman jika terjadi default. Penggunaan jaminan SK (Surat
Keputusan) saja perlu dipertimbangkan dengan seksama.

e) Condition (Kondisi): Penilaian kondisi ekonomi makro dan mikro
yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan
pinjaman harus lebih diperhatikan. Faktor-faktor eksternal seperti
perubahan kebijakan pemerintahan atau kondisi ekonomi regional

dapat mempengaruhi kelayakan nasabah.
5.2 Implikasi
5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang signifikan dalam bidang
manajemen keuangan dan perbankan, khususnya terkait penerapan prinsip 5C
dalam pemberian kredit. Implikasi teoritis yang dapat diambil dari penelitian
ini adalah:

1. Pengembangan Teori Evaluasi Kredit: Penelitian ini menambah wawasan
tentang bagaimana prinsip 5C dapat diterapkan secara efektif dalam
konteks kredit pegawai aktif. Temuan ini memperkaya literatur tentang
evaluasi kredit dengan memberikan bukti empiris dari praktik di
lapangan.

2. Pemahaman tentang Risiko Kredit: Penelitian ini membantu
memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor risiko yang dapat
mempengaruhi kualitas kredit pegawai aktif. Dengan mengidentifikasi
aspek-aspek prinsip 5C yang perlu diperbaiki, penelitian ini

berkontribusi pada teori manajemen risiko kredit.
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5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang dapat digunakan oleh

PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dan lembaga perbankan

lainnya untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit dan mengelola risiko

kredit dengan lebih efektif. Implikasi praktis yang dihasilkan dari penelitian

ini meliputi:

1.

Peningkatan Prosedur Kredit: Bank perlu meningkatkan prosedur
pemberian kredit dengan memperketat verifikasi dokumen dan penilaian
risiko. Implementasi langkah-langkah yang lebih teliti dalam analisis
karakter dan kemampuan nasabah dapat membantu mengurangi risiko
kredit macet.

Penguatan Kebijakan Kredit: Penelitian ini menunjukkan kebutuhan
untuk menyesuaikan kebijakan kredit agar lebih responsif terhadap
perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Bank harus mengembangkan
kebijakan yang adaptif dan fleksibel, termasuk dalam penetapan suku
bunga dan pengelolaan agunan.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi sistem monitoring
dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja kredit dan
mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Hal ini termasuk

memantau penggunaan dana pinjaman dan kinerja angsuran nasabah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan

dalam menilai hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Keterbatasan tersebut

adalah sebagai berikut:

1.

Jumlah Responden Terbatas: Penelitian ini hanya melibatkan empat orang
pegawai di BPR DP Taspen Cabang Karawang sebagai responden. Jumlah
responden yang terbatas ini dapat mempengaruhi representativitas temuan,
sehingga hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan pandangan

keseluruhan pegawai di cabang tersebut.
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2. Ketergantungan pada Wawancara: Penelitian ini sepenuhnya
mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara dengan responden.
Ketergantungan pada wawancara juga membawa risiko bias subjektif
dari responden, yang dapat mempengaruhi validitas temuan.

3. Akses Terbatas ke Data Sensitif: Keterbatasan dalam mengakses data
sensitif atau rahasia perusahaan juga menjadi hambatan dalam penelitian
ini. Data yang diperoleh hanya berasal dari wawancara, sehingga
informasi yang bersifat internal dan rahasia perusahaan tidak dapat

diakses dan dianalisis secara mendalam.
5.4 Rekomendasi Untuk Peneliti Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, ada beberapa
rekomendasi yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya agar
memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam:

1. Menggunakan Metode Campuran: Disarankan untuk menggunakan
metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif seperti laporan
keuangan, statistik kredit macet, dan data operasional bank dapat
memberikan dukungan yang lebih objektif terhadap analisis yang
dilakukan.

2. Memperluas Cakupan Penelitian: Selain fokus satu cabang,
pertimbangkan untuk memperluas penelitian ke beberapa cabang BPR DP
Taspen. Hal ini akan membantu dalam memahami variasi dalam penerapan

prinsip 5C di berbagai lokasi dan kondisi operasional yang berbeda.
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Transkip Wawancara I

Hari/Tanggal : 31 Januari 2024
Durasi : 120 menit
Narasumber : Staff Account Officer |
1. Jenis kredit apa saja yang ada di BPR DP Taspen?

Pada PT BPR DP Taspen, terdapat beberapa jenis kredit yang ditawarkan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Pertama, Kredit Pegawai Aktif
yang ditujukan bagi pegawai ASN dan karyawan PT Taspen dengan suku
bunga kompetitif serta jumlah pinjaman dan jangka waktu yang fleksibel.
Kedua, Kredit Pensiun Regular yang dirancang khusus untuk para pensiunan
dengan syarat yang ketentuan yang disesuaikan dengan pendapatan pensiun
mereka. Ketiga, Kredit Pensiun Platinum, yang menawarkan fasilitas kredit
dengan limit yang lebih tinggi dan suku bunga yang bersaing bagi para
pensiunan dengan riwayat kredit yang baik. Selanjutnya, Kredit Pensiun
Platinum Plus memberikan layanan kredit dengan keuntungan tambahan dan
lebih fleksibel dibandingkan produk kredit pensiun lainnya. Selain itu, ada juga
Kredit Wiraswasta, yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan
menengah untuk membantu perkembangan bisnis mereka. Terakhir, Kredit
Jande yang ditujukan pada jaminan deposito, memberikan dukungan finansial
dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan beragam
jenis kredit ini, PT. BPR DP Taspen berupaya untuk memenuhi kebutuhan
finansial berbagai segmen nasabah secara komprehensif.

Apa yang dimaksud dengan Kredit Pegawai Aktif?

Kredit Pegawai Aktif adalah fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada
pegawai aktif, seperti Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan karyawan di instansi
PT TASPEN (Persero). Fasilitas ini biasanya menawarkan suku bunga yang
kompetitif dan memberikan fleksibilitas dalam jumlah pinjaman serta jangka
waktu pembayaran, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial atau gaji

masing-masing karyawan. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi

35



36

kebutuhan finansial pegawai aktif dengan syarat dan ketentuan yang
menguntungkan.

Persyaratan apa saja yang diperlukan pada pengajuan Kredit Pegawai Aktif?
Untuk mengajukan Kredit Pegawai Aktif di PT BPR DP Taspen, terdapat
beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon peminjam.
Pertama, diperlukan fotokopi KTP suami istri sebagai identifikasi diri dan
pasangan. Kedua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi anggota
keluarga. Ketiga, fotokopi NPWP sebagai bukti kepemilikan nomor wajib
pajak. Keempat, fotokopi buku nikah untuk membuktikan status pernikahan.
Selain itu, calom peminjam harus menyediakan pas foto berukuran 3x4
sebanyak dua lembar. Selanjutnya, bagi pegawai ASN yang mengajukan kredit,
diperlukan juga beberapa dokumen terkait kepegawaian, seperti fotokopi SK
CPNS sebagai bukti pengangkatan pertama kali sebagai calon pegawai negeri.
Selain itu, fotokopi SK PNS yang menunjukkan status kepegawaian tetap juga
diperlukan. Dokumen lain yang perlu disertakan adalah fotokopi SK
pengangkatan terakhir yang menampilkan posisi atau jabatan terkini serta
fotokopi kenaikan gaji berkala sebagai bukti peningkatan pendapatan. Semua
dokumen ini harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi dan
memperlancar proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif di BPR DP Taspen.
Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN?

Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN dimulai dengan nasabah
mengisi formulir pengajuan kredit yang telah disediakan oleh BPR DP Taspen.
Setelah formulir diisi lengkap, petugas Account Officer (AO) akan melakukan
verifikasi terhadap data dan dokumen yang diserahkan oleh nasabah.
Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan
dokumen serta kelayakan nasabah untuk menerima kredit. Setelah proses
verifikasi selesai, AO akan mengajukan permohonan kredit tersebut ke komute
kredit. Komite kredit kemudian melakukan evaluasi mendalam berdasarkan
berbagau kriteria dan analisis risiko. Setelah melalui tahap evaluasi, komite
kredit akan membuat keputuasan apakah kredit disetujui atau ditolak.

Keputusan ini kemudian disampaikan kepada nasabah, dan jika disetujui,
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proses pencairan dana kredit akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

. Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN?
Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN dilakukan dengan
mempertimbangkan tingkat keterjangkauan bagi para debitur. Suku bunga
yang ditetapkan oleh BPR DP Taspen dirancang agar tetap kompetitif dan
sesuai dengan kemampuan finansial pegawai ASN, sehingga kredit yang
ditawarkan menjadi lebih menarik dan terjangkau. Dengan menetapkan suku
bunga yang terjangkau, BPR DP Taspen berupaya untuk mendukung
kesejahteraan pegawai ASN dengan memberikan akses kepada fasilitas kredit
yang memadai dan berkelanjutan.

. Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami
kemacetan atau bermasalah?

Penyebab Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami kemacetan atau bermasalah
pada BPR DP Taspen dalam beberapa tahun terakhir ini berhubungan dengan
beberapa faktor signifikan yang telah memaksa produk tersebut untuk
dinonaktifkan sementara waktu. Salah satu permasalahn utama yang dihadapi
adalah tingginya jumlah nasabah yang menunggak pembayaran angsuran,
yang dikenal sebagai kredit macet. Kondisi ini dipicu oleh penghapusan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebelumnya, BPR menawarkan kredit
pegawai aktif melalui bendahara UPTD, di mana gaji ASN disalurkan melalui
bendahara ini dan potongan untuk angsuran kredit dilakukan langsung dari
gaji mereka sebelum disalurkan kepada BPR. Namun, dengan penghapusan
UPTD, gaji para ASN sekarang disalurkan langsung ke rekening masing-
masing ASN tanpa melalui bendahar UPTD. Perubahan ini mengkibatkan BPR
kehilangan kendali langsung atas pemotongan angsuran dari gaji ASN,
sehingga banyak ASN yang gagal membayar angsuran tepat waktu. Selain itu,
faktor lain yang menjadi penyebab kredit bermasalah adalah karakter masing-
masing individu. Karakter peminjam memainkan peran penting dalam
menentukan apakah mereka akan memenuhi kewajiban pembayaran kredit

tepat waktu. Beberapa nasabah mungkin kurang disiplin dalam mengelola
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keuangan mereka serta tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membayar
angsuran kredit.

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN
yang bermasalah?

Untuk menangani kredit bermasalah, bank atau kembaga keuangan biasanya
mengambil berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk meminimalkan
kerugian dan memulihkan pembayaran kredit. Salah satu upaya pertama
adalah melakukan identifikasi dini terhadap kredit yang berpotensi
bermasalah melalui monitoring rutin dan analisis risiko yang ketat. Selain itu,
kami juga dapat menawarkan program penjadwalan ulang pembayaran atau
memberikan kelonggaran sementara bagi peminjam yang mengalami kesulitan
finansial sementara. BPR DP Taspen juga melakukan pendekatan dengan bank
lain untuk mencari solusi yang efektif. Dengan pendekatan yang proaktif dan
kolaboratif, BPR DP Taspen berupaya menjaga kesehatan portofolio kreditnya
dan membantu nasabah memenuhi kewajiban mereka.

Apakah keputusan pemberian kredit merupakan wewenang dari Account
Officer?

Keputusan pemberian kredit bukan merupakan wewenang dari Account Officer
(A0) melainkan wewenang komite kredit yang terdiri dari Branch Manager
dan Assistant Branch Manager (ABM). Setelah AO melakukan verifikasi dan
analisis awal terhadap pengajuan kredit, hasilnya akan diajukan kepada komte
kredit. Komite kredit bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua aspek
permohonan kredit, termasuk risiko dan kelayakan nasabah. Berdasarkan
evaluasi menyeluruh, BM dan ABM akan membuat keputusan akhir apakah
kredit akan disetujui atau ditolak. Dengan adanya struktur wewenang ini, BPR
DP Taspen memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit didasarkan
pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur
yang berlaku.

Bagaimana pelaporan kredit bermasalah dilakukan dan kepada siapa ?
Pelaporan kredit bermasalah di PT. BPR DP Taspen Cabang Karawang
dilakukan dengan prosedur yang distematis dan terstruktur. Setiap kredit yang
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mengalami masalah, seperti keterlambatan pembayaran atau potensi gagal
bayar, akan dilaporkan oleh petugas penagihan atau analis kredit kepada
Branch Manager. Laporan ini mencakup detail tentang nasabah, jumlah
tunggakan, riwayat pembayaran dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi
dengan rekomendasi dari petugas kredit mengenai tindakan yang perlu diambil
selanjutnya, seperti restrukturisasi kredit atau upaya penagihan intensif.
Branch manager kemudian akan meninjau laporan tersebut dan memberikan
arahan atau persetujuan terhadap tindakan lanjutan yang perlu dilakukan
untuk menangani kredit masalah tersebut. Proses pelaporan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa semua kredit bermasalah terindentifikasi dengan
cepat dan ditangani secara efektif untuk meminimalkan risiko bagi bank.

Apa saja yang menjadi tanggung jawab Staff Account Officer dalam proses
pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit ?

Staff Account Officer (AO) memiliki berbagai tanggung jawab dalam proses
pemberian kredit hingga pelunasan kredit. AO bertugas mengumpulkan semua
data dan dokumen yang diperlukan dari calon nasabah, memastikan bahwa
semua informasi yang diberikan lengkap dan akurat. AO juga melakukan
analisis awal terhadap kelayakan calon nasabah berdasarkan prinsip 5C
(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk menilai risiko dan
kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Setelah verifikasi dan
analisis dilakukan, AO menyusun laporan kredit yang mencakup semua temuan
dan rekomendasi terkait pengajuan kredit. Laporan ini kemudian diserahkan
kepada komite kredit untuk evaluasi lebih lanjut. Selain itu, AO berkomunikasi
dengan komite kredit (BM dan ABM) untuk memberikan klarifikasi tambahan
atau informasi yang mungkin diperlukan dalam pengambilan keputusan.

AO memastikan bahwa proses pelunasan kredit berjalan lancar, menghitung
sisa kewajiban nasabah, mengatur pembayaran terakhir, dan memastikan
semua jaminan dikembalikan kepada nasabah setelah kredit dilunasi. Terakhir,
AO memastikan bahwa semua proses kredit sesuai dengan kebijakan internal

bank dan peraturan yang berlaku untuk meminimalkan risiko serta memastikan
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kepatuhan terhadap standar industri. Dengan menjalankan tanggung jawab
ini, Staff Account Officer berperan penting dalam memastikan bahwa proses

pemberian kredit berjalan lancar dan kredit dapat dilunasi tepat waktu.



41

Transkip Wawancara 11

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2024
Durasi : 120 menit
Narasumber : Staff Account Officer 11
1. Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen
Kantor Cabang Karawang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku saat ini. Suku bunga ini
mengacu pada base landing rate, yaitu suku bunga dasar kredit yang menjadi
acuan bagi bank dalam menentukan suku bunga pinjaman untuk berbagai jenis
kredit. Base landing rate ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat
inflasi, kebijakan moneter, dan kondisi pasar keuangan. Dalam menetapkan
suku bunga kredit pegawai aktif ASN, BPR DP Taspen mempertimbangkan
faktor-faktor tersebut untuk memastikan bahwa suku bunga yang diberikan
kompetitif, namun tetap menguntungkan bagi bank. Penetapan suku bunga
yang sesuai juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan baik
dengan nasabah dan mastikan bahwa kredit yang disalurkan dapat terbayar
dengan lancar.

Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Ya, terdapat beberapa masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN
di BPR DP Taspen Kantor Cabang Kawang. Salah satu masalah uatama
adalah perubahan struktur pembayaran gaji ASN yang berpengaruh pada
mekanisme pemotongan angsuran kredit. Sebelumnya, pemotongan angsuran
kredit dilakukan melalui bendahara instansi (UPTD), di mana gaji ASN
disalurkan melalui bendahara tersebut dan pemotongan angsuran dilakukan
langsung sebelum gaji diterima oleh pegawai. Namun, setelah penghapusan
UPTD, gaji ASN kini disalurkan langsung ke rekening masing-masing pegawai
tanpa melalui bendahara. Perubahan ini mengakibatkan bank kehilangan
kendali langsung atas pemotongan angsuran, sehingga banyak ASN yang

gagal membayar angsuran tepat waktu ?
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Selain itu, masalah administrasi juga sering terjadi, seperti ketidaksesuaian
data antara bank dan instansi terkait, yang menyebabkan keterlambatan dalam
pemrosesan pembayara angsuran. Komunikasi yang kurang efektif antara
pihak bank dan instansi tempat pegawai bekerja juga menjadi faktor yang
memengaruhi kelancaran penyaluran kredit. Ketidakkonsistenan dalam
pelaksanaan Memorandum of Understading (MOU) terkait pemotongan
angsuran juga dapat dapat mengganggu aliran pembayaran angsuran tepat
waktu.

Masalah lainnya adalah itikad tidak baik dari sebagian debitur yang tidak
displin dalam membayar angsuran kredit. Meskipun bank telah melakukan
verifikasi ketat saat proses pengajuan kredit, faktor karakter dan komitmen
nasabah tetap berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran
angsuran. Bebrapa nasabah mungkin kurang displin dalam mengelola
keuangan mereka dan tidak memiliki komitmen yang kuat membayar angsuran
tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, BPR DP Taspen perlu melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran kredit dan pemotongan
angsuran, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait,
serta mengedukasi nasabah tentang pentingnya displin dalam pembayaran
angsuran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyaluran Kredit
Pegawai Aktif ASN dapat berjalan lebih lancar dan risiko kredit macet dapat
diminimalkan.

Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah
pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada
program Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Cabang Karawang
mencapai 104 orang. Jumlah ini mencerminkan nasabah yang mengalami
kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit mereka
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap kredit bermasalah ini termasuk perubahan kebijakan terkait

pemotongan angsuran, ketidaksesuaian dalam implementasi perjanjian
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Memorandum of Understanding (MOU) anatara bank dan instansi terkait,
serta karakter masing-masing nasabah dalam mengelola keuangan mereka.
Untuk mengatasi masalah ini, bank telah mengambil berbagai langkah,
termasuk penagihan intensif dan restrukturisasi kredit, namun tetap diperlukan
upaya yang lebih konsisten dan terkoordinasi untuk mengurangi jumlah kredit
bermasalah di masa mendatang.

Bagaimana cara BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dalam monitoring
debitur Kredit Pegawai Aktif ASN ?

BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang melakukan monitoring terhadap
debitur Kredit Pegawai Aktif ASN melalui sistem core banking. Sistem ini
memungkinkan bank untuk secara otomatis dan real-time memantau status
pembayaran  angsuran kredit, memeriksa riwayat transaksi, dan
mengidentifikasi potensi masalah pembayaran. Melalui core banking, bank
dapat melihat apakah angsuran dilakukan tepat waktu atau ada
keterlambatan, serta melacak pembayaran yang masuk. Selain itu, sistem ini
juga membantu dalam mengelola data debitur secara lebih efisien dan akurat,
sehingga memudahkan bank untuk mengambil tindakan proaktif jika terdapat
indikasi kredit bermasalah. Dengan demikian, core banking menjadi alat yang
vital dalam memastikan kelancaran pembayaran kredit dan meminimalkan
risiko kredit macet.

Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Kredit dikategorikan sebagai bermasalah jika debitur tidak melakukan
pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut. Keterlambatan
pembayaran ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kemampuan atau
komitmen debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria ini digunakan oleh
bank untuk mengidentifikasi pinjaman yang memerlukan perhatian khusus dan
tindakan lanjutan. Ketika debitur gagal membayar angsuran selama tiga bulan
bertutut-tutut, bank akan mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai non-
performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Hal ini memicu langkah-
langkah pengangan lebih lanjut, seperti upaya penagihan intesif,

restrukturikasi pinjaman, atau bahkan proses hukum jika diperlukan. Dengan
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menetapkan kriteria ini, BPR DP Taspen berusaha menjaga kualitas portofolio
kreditnya dan mengurangi risiko kerugian finansial.

Kendala apa yang dihadapi ketika melakukan penyaluran Kredit Pegawai Aktif
ASN ?

Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, BPR DP Taspen Kantor Cabang
Karawang menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu kendala
utama adalah pembubaran bendahara instansi yang sebelumnya bertanggung
jawab atas pemotongan gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit.
Dengan bubarnya bendahara instansi, proses pemotongan gaji tidak lagi dapat
dilakukan secara otomatis dan langsung, sehingga mengurangi kendali bank
atas aliran pembayaran angsuran. Hal ini meningkatkan risiko keterlambatan
pembayaran atau bahkan gagal bayar oleh debitur.

Selain itu, kendala lainnya adalah adanya itikad tidak baik dari beberapa
debitur. Meskipun sebagian besar debitur memiliki niat baik untuk memenuhi
kewajibannya,, ada sebagian yang kurang disiplin atau tidak memiliki
komitmen yang kuat untuk membayar angsuran tepat waktu. Sikap ini
menyulitkan bank dalam memastikan pembayaran angsuran sesuai jadwal dan
dapat berdampak negatif pada kualitias prostofolio kredit.

Kedua kendala ini, baik dari sisi operasional akibat perubahan mekanisme
pemotongan gaji maupun dari sisi perilaku debitur, menambah tantangan yang
harus dihadapi oleh BPR DP Taspen dalam menyalurkan dan mengelola Kredit
Pegawai Aktif ASN dengan efektif.

Apakah ada cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah ?

Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, BPR DP Taspen Kantor Cabang
Karawang menerapkan beberapa strategi efektif. Salah satu cara adalah
dengan mengajukan kredit yang bermasalah ke bank lain yang lebih mampu
menangani atau memiliki program restrukturisasi kredit yang lebih baik.
Dengan mengalihkan kredit bermasalah ini, BPR DP Taspen dapat
mengurangi beban risiko dan fokus pada penanganan kredit yang masih

berpotensi baik.
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Selain itu, BPR DP Taspen juga dapat melunasi kredit bermasalah dengan
melakukan penagihan lebih intensif dan negosiasi ulang dengan debitur untuk
mencari solusi pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi finansial debitur:
Langkah ini bisa melibatkan restrukturisasi kredit, seperti perpanjangan
jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau pengurangan pokok
pinjaman untuk meringankan bebas debitur.

Pendekatan lain yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan selektivitas
dalam proses pemberian kredit sejak awal, memastikan bahwa hanya calon
debitur dengan risiko rendah yang diberikan kredit. Hal ini bisa dilakukan
dengan memperketat analisis kredit, memperhatikan dengan seksama riwayat
kredit calon debitur, dan memastikan adanya jaminan yang memadai.

Dengan mengimplentasikan strategi-startegi ini, BPR DP Taspen dapat lebih
efektif dalam mengurangi risiko kredit bermasalah dan menjaga kualitas
portofolio kreditnya tetap baik.

Apakah keputusan pemberian kredit merupakan wewenang dari Account
Officer ?

Tidak, keputusan pemberian kredit bukan merupakan wewenang dari Account
Officer (AO) saja. Meskipun Account Olfficer memiliki peran penting dalam
proses pengajuan kredit, mulai dari mengumpulkan berkas permohonan,
melakukan analisis awal, hingga melakukan verifikasi lapangan, keputusan
akhir mengenai pemberian kredit berada di tangan komite kredit atau
manajemen bank.

Proses pengajuan kredit biasanya diawali dengan pengumpulan berkas dan
dokumen persyaratan oleh AO. AO kemudian melakukan analisis awal
terhadap kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, dan Condition).AO juga bertanggung jawab untuk
melakukan wawancara dengan nasabah dan melakukan survei lapanagan
untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kondisi keuangan dan
usaha nasababh.

Setelah AO menyelesaikan tugasnya, berkas pengajuan kredit beserta hasil

analsisi diserahkan kepada komite kredit. Komite kredit terdiri dari beberapa
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anggota manajemen bank yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah
pengajuan kredit disetuji atau ditolak. Komite kredit akan mengevaluasi
kembali semua informasi yang telah dikumpulkan oleh AO, termasuk hasil
verifikasi dan survei lapangan, serta mempertimbangkan risiko dan potensi
keuntungan dari pemberian kredit tersebut.

Keputusan komite didasarkan pada berbagi faktor, termasuk kebijakan
internal bank, regulasi yang berlaku, serta kondisi ekonomi dan pasar. Jika
komite kredit memutuskan untuk menyetujui pangajuan kredit, maka proses
administrasi selanjutnya akan dilakukan untuk mempersiapkan perjanjian
kredit dan pencairan dana. Namun, jika pengajuan kredit ditolak, AO akan
memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai alasan penolakan dan, jika
memungkinkan, memberikan saran mengenai langkah-langkah yang dapat
diambil oleh nasabah untuk meningkatkan kelayakan kredit di masa depan.
Dengan demikian, meskipun AO memiliki peran penting dalam proses
pengajuan kredit, keputusan akhir tetap berada di tangan komite kredit atau
manajemen bank, yang memiliki wewenang untuk mempertimbankan semua
aspek dan risiko sebelum memberikan persetujuan kredit.

Apakah jika nasabah masuk dalam kategori macet akan berdampak kepada
Account Officer yang menerima proses pengajuannya ?

Betul, jika nasabah masuk dalam kategori kredit macet, hal ini akan
berdampak pada Account Olfficer (AO) yang menerima dan mengelola proses
pengajuannya. AO bertanggung jawab untuk melakukan analisis kelayakan
kredit berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan
Condition), serta melakukan survei dan verifikasi lapangan. Ketika kredit yang
diajukan oleh AO menjadi macet, hal ini dapat mencerminkan keruangnya
ketelitian atau ketepatan dalam analisis risiko yang dilakukan oleh AO.
Dampak pada AO bisa berupa penilaian kinerja yang lebih rendah karena
kredit macet dianggap sebagai salah satu indikator kinerja yang buruk. Bank
biasanya memiliki makanisme penilaian kinerja yang mempertimbangkan
tingkat keberhasilan dalam pengelolaan portofolio kredit, termasuk rasio

kredit bermasalah (Non-Performing-Loan). AO yang memiliki portofolio
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dengan NPL tinggi mungkin akan mendapatkan evaluasi kinerja yang negatif,
yang bisa berpengaruh pada bonus, kenaikan gaji, atau peluang promosi.
Selain itu, AO juga mungkin diminta untuk menjelaskan alasan di balik
terjadinya kredit macet dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengurangi risiko tersebut. Bank mungkin akan melakukan audit internal
untuk mengevaluasi proses analisis kredit yang dilakukan oleh AO dan
memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan telah diikuti dengan benar:
Namun, penting untuk dicatat bahwa kredit macet tidak selalu disebabkan oleh
kesalahan AO. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, bencana
alam, atau permasalah pada nasabah yang tidak dapat diprediksi juga bisa
menyebabkan kredit menjadi macet. Oleh karena itu, evaluasi kinerja AO
biasanya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai
faktor yang mempengaruhi kredit macet.

Dalam upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kredit macet, AO perlu
bekerja sama dengan tim manajemen risiko dan penagihan untuk melakukan
langkah-langkah mitigasi, seperti restruturisasi kredit atau penagihan aktif.
AO juga perlu meningkatkan kompetensi dalam analisis kredit dan manajemen
risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet di masa
mendatang.

Apa saja yang menjadi tanggung jawab Staff Account Officer dalam proses
pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit ?

Staff Account Officer (AO) memiliki tanggung jawab yang sangat penting
dalam proses pemberian kredit. Pertama, AO bertanggung jawab untuk
melakukan analisis awal terhadap calon nasabah, termasuk mengevaluasi
kelayayakan kredit berdasarkan dokumen yang diserahkan. AO juga harus
melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memahami tujuan
pinjaman dan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman tersebut.
Selanjutnya, AO melakukan verifikasi data dan informasi yang diberikan oleh
calon nasabah, termasuk memeriksa riwayat kredit melalui Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) untuk memastikan tidak ada catatan buruk atau

kredit macet sebelumnya,
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AO juga berperan dalam mengurus dokumen perjanjian kredit, memastikan
bahwa semua ketentuan dan persyartan telah dipenuhi dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak. Setelah kredit disetujui dan dicairkan, AO terus
memantau kinerja kredit nasabah, memastikan bahwa pembayaran angsuran
dilakukan tepat waktu dan mengatasi masalah jika terjadi keterlambatan atau
ketidakmampuan nasabah untuk membayar.

Tanggungjawab AO mencakup pelaporan secara berkala kepada manajemen
mengenai status kredit nasabah dan menyusun strategi untuk menimalkan
risiko kredit macet. Dengan demikian, peran AO sangat krusial dalam
memastikan proses pemberian kredit berjalan lancar dan mengurangi risiko

bagi bank.
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Transkrip Wawancara 111

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Durasi : 120 menit
Narasumber : Assisten Manajer Operasional
1. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pengajuan Kredit Pegawai Aktif

ASN ?

Pada saat pengjuan Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen, terdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Pertama, calon
debitur perlu menyediakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari suami
istri, sebagai bukti identitas yang sah. Kedua, fotokopi KK (Kartu Keluarga)
juga diperlukan untuk memverifikasi informasi keluarga calon debitur. Selain
itu, fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diperlukan untuk memastikan
bahwa calon debitur telah memenuhi kewajiban pajak. Kemudian, calon
debitur harus menyertakan SK (Surat Keputusan) pangkat terakhir dalam
bentuk asli, sebagai bukti resmi mengenai pangkat atau jabatan yang dipegang
saat ini. Juga, SK 80% dan SK100% dalam bentuk asli diperlukan sebagai
bukti status kepegawaian yang menunjukkan bahwa calon debitur telah
memenuhi persyaratan tertentu dalam masa percobaan dan telah diangkat
sebagai pegawai tetap. Selanjutnya, slip gaji juga harus disertakan untuk
mnunjukkan pendapatan bulanan calon debitur, yang penting untuk menilai
kemampuan finansialnya dalam membayar angsuran kredit. Fotokopi Kartu
Pegawai (Karpeg) dan Kartu Taspen diperlukan sebagai bukti kepegawaian
dan partisipasi dalam program jaminan sosial bagi pegawai negeri. Semua
dokumen ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai identitas, status kepegawaian kemampuan finansial, dan komitmen
calon debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Proses verifikasi yang teliti
terhadap dokumen-dokumen ini membantu BPR DP Taspen dalam memastikan
bahwa kredit yang diberikan memiliki risiko minimal dan dapat dikelola

dengan baik.

2. Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?
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Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen
melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon debitur. Pertama,
calon debitur harus mengumpulkan semua berkas yang diperlukan untuk
pengajuan kredit, seperti fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi
NPWP, asli SK pangkat terakhir, asli SK 80%, asli SK 100%, slip gaji, fotokopi
Kartu Pegawai, dan fotokopi Kartu Taspen. Setelah semua berkas terkumpul,
langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan status flaging untuk
menentukan apakah pengajuan kredit dapat dilanjutkan atau tidak. Jika status
flaging menunjukkan hasil yang baik, proses berlanjut ke tahap berikutnya.
Tahap selanjutnya adalah pengecekan Bl Checking untuk memastikan bahwa
calon debitur tidak memiliki catatan buruk atau hutang yang belum dilunasi di
bank lain. Jika terdapat hutang dibank lain, calon debitur harus melunasinya
setelah kredit cair. Setelah itu, calon debitur harus menjalani pemeriksaan
kesehatan, yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, untuk
memastikan bahwa calon debitur dalam kondisi fisik yang baik. Selain itu,
calon debitur juga harus membuat video asuransi sebagai bagian dari proses
pengajuan kredit.

Setelah semua pemeriksaan dan verifikasi selesai, langkah berikutnya adalah
penginputan data kredit data kredit ke dalam sistem. Petugas BPR DP Taspen
akan memaskkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan diverifikasi ke
dalam sistem untuk pemrosesan lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa
semua data telah sesuai dan lengkap sebelum kredit disetujui dan dicairkan.
Dengan mengikuti alus proses yang terstruktur dan teliti ini, BPR DP Taspen
dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada pegawai aktif Asn
dilakukan dengan risiko yang minimal dan dalam kondisi yang terkontrol.
Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?
Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen
dilakukan melalui keputusan direksi yang telah ditentukan sebelumnya.
Keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi
pasar keuangan, tingkat suku bunga yang berlaku di industri perbankan, serta

analisis risiko kredit. Direksi PT. BPR DP Taspen menetapkan suku bunga
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dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara daya tarik produk kredit
bagi calon debitur dan keberlajutan bisnis perbankan. Dengan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, kebijakan moneter, dan
persaiangan dengan institusi keuangan lainnya, direksi memastikan bahwa
suku bunga yang ditetapkan kompetitif namun tetap mampu menutupi risiko
dan biaya operasional yang terkait dengan penyaluran kredit. Keputusan ini
juga disesuaikan dengan strategi bisnis jangka panjang BPR DP Taspen untuk
menjaga kesehatan finansial dan mendukung pertumbuhan yang
berkelanjutan. Melalui pendekatan yang sitematis dan berbasis data,
penetapan suku bunga diharpkan mampu menarik minat pegawai aktif ASN
untuk mengajukan kredit sekaligus memastikan bahwa kredit yang diberikan
dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan bagi bank.

Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?
Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, pihak bank tidak memberikan
informasi detail mengenai adanya masalah atau kendala yang mungkin terjadi.
Hal ini dikarenakan informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat
diungkapkan kepada publik. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga
kerahasiaan internal bank serta melindungi privasi nasabah. Meskipun
demikian, bank selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan
memastikan bahwa proses penyaluran kredit berjalan lancar serta memenuhi
kebutuhan dan harapan nasabah.

Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami
macet atau bermasalah ?

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN
mengalami macet atau bermasalah adalah kesepakatan Memorandum of
Understanding (MOU) terkait pemotongan angsuran. MOU ini mengatur
bagaimana angsuran kredit akan dipotong lansung dari gaji pegawai. Jika
terjadi ketidaksesuaian atau masalah dalam implementasi MOU tersebut,
seperti perubahan kebijakan pemotongan angsuran atau kesalahan
administrasi, hal ini dapat menggangu aliran pembayaran angsuran atau

secara tepat waktu. Selain itu, jika MOU tidak dijalankan dengan konsisten
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atau terjadi komunikasi yang buruk antara pihak bank dan instansi tempat
pegawai bekerja, risiko kredit macet meningkat. Oleh karena itu, penting bagi
bank dan instansi berkait untuk memastikan bahwa MOU dijalankan dengan
baik dan transparan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.
Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah
pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Informasi mengenai jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau
bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ASN bersifat rahasia dan pihak bank
tidak memberikan jawaban terkait hal ini. Kebijakan ini diterapkan untuk
menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi informasi sensitif yang
dapat mempengaruhi reputasi serta operasional bank. Pihak bank
berkomitmen untuk menangani permasalahan kredit secara internal dan
memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil untuk mengelola
risiko kredit dengan baik. Dengan demikian, informasi tersebut tidak dapat
diungkapkan kepada publik atau pihak eksternal.

Bagimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN
yang bermasalah?

Dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah, PT. BPR DP
Taspen menerapkan berbagai upaya strategis untuk memastikan pemulihan
kredit yang efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penagihan
langsung di lokasi (on the spot), dimana petugas kredit mendatanngi nasabah
untuk menagih pembayaran secara langsung. Selain itu, bank juga membuat
janji bayar dengan nasabah, yang melibatkan penandatanganan surat
pernyataan janji bayar bermaterai. Surat ini berfungsi sebagai komitemen
resmi dari nasabah untuk melunasi tunggakan dalam waktu yang telah
disepakati.

Petugas bank juga intensif dalam mengejar pembayaran dengan mengunjungi
rumah nasabah yang bersangkutan. Jika diperlukan, penagihan juga
dilakukan ke instansi tempat nasabah bekerja untuk memastikan bahwa pihak
terkait mengetahui kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, dalam kasus

tersebut, bank meminta jaminan tambahan dari nasabah untuk memperkuat
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posisi kredit dan mengurangi risiko kredit macet. Upaya-upaya ini dirancang
untuk meningkatkan displin pembayaran dan mengurangi tingkat kredit
bermasalah, sekaligus memastikan bahwa bank tetap dapat mengelola
portofolio kreditnya secara sehat dan berkelanjutan.

Bagaimana cara BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam monitoring debitur
Kredit Pegawai Aktif ASN ?

BPR DP Taspen Cabang Karawang melakukan monitoring terhadap debitu
Kredit Pegawai Aktif ASN dengan memantau kelancaran pemotongan
angsuran. Monitoring ini dilakukan dengan mengecek apakah angsuran kredit
dipotong secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dari
gaji debitur. Bank secara rutin meninjau laporan pemotongan angsuran untuk
memastikan tidak ada keterlambatan atau kekurangan dalam pembayaran.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pemotongan
angsuran, petugas bank akan segera mengambil tindakan untuk menghubungi
debitur guna menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini penting untuk
menjaga kualitas kredit dan memastikan bahwa debitur memenuhi
kewajibannya secara konisten. Monitoring yang cermat dan berkelanjutan
membantu BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam mengelola risiko dan
mempertahankan kesehatan portofolio kredit mereka.

Bagaimana pelaporan kredit bermasalah dilakukan dan kepada siapa ?
Pelaporan kredit bermasalah dilakukan dengan menyampaikan informasi
terkait kepada pimpinan bidan kredit. Proses ini melibatkan pengumpulan
datan dan analisis mengenai kredit yang mengalami kendala, seperti
keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi
angsuran. Setelah data terkumpul, petugas kredit menyusun laporan yang
merinci kondisi dan status kredit bermasalah tersebut. Laporan ini kemudian
disampaikan secara resmi kepada pimpinan bidang kredit untuk ditinjau.
Pimpinan bidang kredit akan mengevaluasi situasi, menetapkan langkah-
langkah yang perlu diambil, dan memberikan arahan kepada tim kredit untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pelaporan yang terstruktur dan

komunikasi yang jelas, BPR DP Taspen memastikan bahwa setiap kredit
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bermasalah dapat ditangani dengan cepat dan efektif, serta sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ditentukan berdasarkan
keterlambatan pembayaran angsuran. Kredit dianggap bermasalah jika
debitur sudah tidak melakukan pembayaran angsuran selama satu bulan atau
lebih. Ketika pembayaran angsuran tidak dilakukan tepat waktu, hal ini
menandakan adanya potensi masalah keuangan pada debitur yang
memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak bank. BPR DP Taspen
memonitor secara ketat pembayaran angsuran setiap bulannya dan segera
mengidentifikasi kredit yang mulai menunjukkan tanda-tanda masalah.
Dengan menetapkan kriteria yang jelas, bank dapat mengambil tindakan yang
cepat dan tepat untuk mengatasi masalah kredit, seperti menghubungi debitur
untuk mencari solusi atau melakukan penagihan intensif guna mencegah

peningkatan risiko kredit macet.
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Transkrip Wawancara IV
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juli 20214
Durasi : 120 menit

Narasumber : Branch Manager

Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pengajuan Kredit Pegawai Aktif
ASN ?

Untuk pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN terdapat beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Pertama, calon peminjam harus
mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan oleh bank. Formulir ini
mencakup informasi pribadi dan rvincian mengenai jumlah serta tujuan
pinjaman. Selanjutnya, calon peminjam harus menyerahkan fotokopi KTP
(Kartu Tanda Penduduk) sebagai bukti identitas resmi. Selain itu, fotokopi
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga diperlukan untuk memverifikasi
kewajiban perpajakan peminjam. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) harus
disertakan sebagai bukti hubungan keluarga dan domisili.

Bagi pegawai yang statusnya masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CAPEG),
wajib menyerahkan fotokopi SK 80% yang menunjukkan status pengangkatan
sementara mereka. Sedangkan, bagi pegawai yang telah diangkat sebagai ASN
(Aparatur Sipil Negara) harus menyerahkan fotokopi 100% yang menunjukkan
pengangkatan resmi sebagai ASN. Semua dokumen ini diperlukan untuk
memastikan identitas, status kepegawaian, dan kelayakan peminjam dalam
mengajukan kredit di bank tersebut.

Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN terdiri dari beberapa
tahapan yang harus dilalui oleh calon peminjam untuk memastikan bahwa
semua persyaratan terpenuhi dan kredit dapat dicairkan dengan lancar.
Pertama, calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan mengisi
formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen-dokumen
pendukung yang diperlukan. Setelah permohonan diajukan, tahap selanjutnya

adalah verifikasi persyaratan. Pada tahap ini, petugas bank akan memeriksa
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keaslian dan kelengkapan dokumen yang telah diserahkan seperti KTP, NPWP,
KK, SK 80% atau SK 100%.

Setelah verifikasi persyaratan selesai, bank akan melakukan pemeriksaan
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengecek riwayat kredit
calon peminjam. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon
peminjam tidak memiliki masalah kredit di bank atau lembaga keuangan
lainnya. Jika hasil SLIK menunjukkan bahwa calon peminjam layak untuk
menerima kredit, bank akan melanjutkan ke tahap survei. Petugas bank akan
melakukan survei ke tempat kerja atau kediaman calon peminjam untuk
mengecek kondisi dan kebenaran informasi yang diberikan.

Setelah survei selesai dan hasilnya memuaskan, proses pengajuan kredit akan
dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses pengolahan data dan penilaian
kelayakan kredit oleh bank. Jika permohonan disetujui, calon peminjam akan
diundang untuk melakukan akad kredit. Pada tahap akad kredit, calon
peminjam dan pihak bank akan menandatangani perjanjian kredit yang berisi
syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jadwal angsuran, suku bunga, dan
biaya-biaya lainnya. Setelah akad kredit ditandatangani, dana pinjaman akan
dicairkan ke rekening calon peminjam sesuai dengan kesepakatan.

Terakhir, setelah dana dicairkan, bank akan mulai mendebet angsuran kredit
dari rekening peminjam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Pendebetan angsuran ini dilakukan setiap bulan hingga pinjaman lunas.
Dengan mengikuti alur proses pengajuan kredit yang rinci ini, bank dapat
memastikan bahwa setiap pengajuan kredit diproses secara profesional dan
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?
Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN terdapat beberapa masalah yang
kadang-kadang muncul dan mempengaruhi kelancaran proses. Salah satu
masalah utama yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pengumpulan
dan verifikasi dokumen dari calom peminjam. Dokumen-dokumen yang tidak
lengkap atau tidak sesuai standar dapat memperlambat proses verifikasi dan

persetujuan kredit. Selain itu, adanya masalah teknis dalam sistem bank,
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seperti gangguan pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)
atau sistem internal bank, juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam
pengecekan riwayat kredit dan kelayakan peminjam.

Masalah lain yang mungkin terjadi adalah kendala dalam tahap survei, seperti
kesulitan petugas bank untuk mengakses lokasi tempat kerja atau kediaman
calon peminjam, atau ketidaksesuaian informasi yang ditemukan selama
survei dengan informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Selain itu,
dalam beberapa kasus, calon peminjam mungkin memiliki riwayat kredit yang
buruk atau masalah keuangan lain yang tidak terdeteksi pada awalnya, yang
kemudian dapat menjadi kendala dalam persetujuan kredit.

Kendala administrasi dan birokrasi di instansi tempat calom peminjam bekerja
juga dapat menjadi masalah, seperti keterlambatan dalam pengeluaran Surat
Keputusan (SK) atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk
pengajuan kredit. Semua masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat
menghambat proses penyaluran kredit dan berdampak pada kepuasan nasabah
serta efektivitas operasional bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk
memiliki prosedur yang jelas dan efisien serta melakukan koordinasi yang baik
dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi dan meminimalkan masalah-
masalah tersebut.

Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami
macet atau bermasalah ?

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN
mengalami macet atau bermasalah adalah payroll gaji yang dilakukan melalui
bank daerah. Ketika payroll gaji ASN dikelola oleh bank daerah, bukan oleh
bank yang memberikan kredit, dapat timbul beberapa isu yang memengaruhi
kelancaran pembayaran angsuran kredit. Pertama, keterlambatan atau
ketidaktepatan dalam transfer gaji dari bank daerah ke bank pemberi kredit
dapat menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran. Jika gaji tidak diterima
tepat waktu, otomatis pembayaran angsuran kredit yang biasanya dipotong

langsung dari gaji juga akan tertunda.
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Selain itu, adanya perubahan atau kesalahan dalam data payroll, seperti
perbedaan nama, nomor rekening atau jumlah gaji yang diterima, juga bisa
menjadi kendala. Kesalahan ini dapat mengkibatkan angsuran kredit tidak
terdebet dengan benar, sehingga menimbulkan tunggakan yang tidak disadari
oleh peminjam. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi atau komunikasi
antara bank daerah dan bank pemberi kredit, yang dapat memperburuk situasi
ketika terjadi masalah dengan payroll gaji ASN.

Kondisi ini memerlukan perhatian dan koordinasi yang baik antara bank
pemberi kredit, bank daerah dan instansi tempat ASN bekerja. Bank pemberi
kredit harus memastikan bahwa sistem pemotongan angsuran dari gaji
berjalan dengan lancar dan tepat waktu, serta memiliki mekanisme untuk
menangani dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat kesalahan
atau keterlambatan dalam payroll gaji. Dengan langkah-langkah pencegahan
dan penanganan yang tepat, risiko kredit macet akibat masalah payroll dapat
diminimalkan. Sehingga menjaga kesehatan portofolio kredit bank dan
kepuasan nasabah.

Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah
pada Kredit Pegawai Aktif ?

Jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada
Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang saat
ini adalah sebanyak 103 orang. Angka ini menujukkan jumlah nasabah yang
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit
mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kredit macet atau
bermasalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan
dalam sistem payroll gaji, perubahan kondisi ekonomi, atau masalah pribadi
yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah untuk membayar tepat waktu.
Pihak bank terus memantau dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk
menangani kredit macet ini, seperti penagihan langsung, negosiasi ulang
syarat kredit, serta memberikan edukasi dan solusi yang dapat membantu
nasabah dalam mengelola pembayaran kredit mereka. Dengan demikian,

diharapkan masalah kredit macet dapat diminimalkan, dan nasabah dapat
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kembali ke jalur pembayaran yang lancar. Upaya ini juga bertujuan untuk
menjaga  stabilitas dan kesehatan portofolio kredit bank, serta
mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah.

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN
yang bermasalah ?

Dalam menanani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah, BPR DP Taspen
Kantor Cabang Karawang melakukan beberapa upaya strategis untuk
mengatasi kendala yang dihadapi oleh nasabah. Pertama, dilakukan flagging
terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayran. Flagging
adalah proses menandai akun nasabah yang menunjukkan tanda-tanda
masalah dalam pembayaran angsuran. Dengan adanya flagging, bank dapat
dengan cepat mengidentifikasi nasabah yang perlu mendapatkan perhatian
khusus dan tindakan lebih lanjut.

Selanjutnya, bank juga melakukan upaya penagihan atau collecting secara
intensif. Petugas penagihan bank akan menghubungi nasabah yang
bermasalah untuk mengingatkan tentang kewajiban pembayaran dan mencari
solusi bersama. Pendekatan ini mencakup pengiriman surat pengingat,
telepon, serta kunjungan langsung ke tempat kerja atau rumah nasabah. Selain
itu, bank dapat melakukan negosiasi ulang terkait syarat dan ketentuan kredit,
seperti  rvestrukturisasi pinjaman atau perpanjangan jangka waktu
pembayaran, untuk membantu nasabah kembali ke jalur yang benar dalam
memenuhi kewajiban mereka.

Dengan upaya flagging dan collecting ini, diharapkan nasabah dapat lebih
termotivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka, sehingga
masalah kredit macet dapat diminimalkan. Bank juga terus melakukan
pemantauan secara berkala dan memberikan edukasi kepada nasabah tentang
pentingnya menjaga komitmen dalam pembayaran kredit, agar hubungan
antara bank dan nasabah tetap terjaga dengan baik dan sehat.

Bagaimana cara BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam monitoring debitur

Kredit Pegawai Aktif ASN ?
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BPR DP Taspen Cabang Karawang memiliki metode yang komprehensif dalam
melakukan monitoring terhadap debitur Kredit Pegawai Aktif ASN. Salah satu
cara utama yang digunakan adalah melalui pemantauan Protofolio at Risk
(PAR) yang dilakukan secara berkala pada sistem core banking. PAR adalah
indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas
portofolio kredit bank, khususnya dalam mengidentifikasi kredit yang berisiko
bermasalah.

Dalam proses monitoring ini, bank memanfaatkan data dan laporan yang
dihasilkan oleh sitem core banking untuk memantau status pembayaran
angsuran setiap debitur. Sistem ini memberikan informasi secara real-time
mengenai keterlambatan pembayaran, jumlah tunggakan, dan umur piutang.
Dengan demikian, bank dapat dengan cepat mendeteksi potensi masalah pada
kredit yang diberikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mengatasinya.

Selain pemantauan melalui PAR, bank juga melakukan review dan evaluasi
berkala terhadap portofolio kredit secara keseluruhan. Hal ini mencakup
analisis tren pembayaran, identifikasi pola nasabah, dan penilaian ulang
terhadap kelayakan kredit debitur. Bank juga mengadakan pertemuan rutin
dengan tim manajemen risiko untuk membahas strategi penanganan kredit
bermasalah dan mencari solusi yang efektif.

Melalui monitoring yang ketat dan terstruktur ini, BPR DP Taspen Cabang
Karawang dapat memastikan bahwa debitur Kredit Pegawai Aktif ASN tetap
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah
disepakati, sehingga risiko kredit dapat diminimalkan dan kualitas portofolio
kredit tetap terjaga.

Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Menurut BPR DP Taspen, kriteria kredit bermasalah ditentukan berdasarkan
status kelancaran pembayaran angsuran oleh debitur. Kredit dikategorikan
sebagai bermasalah apabila mengalami status “non lancar”. Hal ini berarti
debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran mencapai jangka waktu

tertentu yang telah ditetapkan oleh bank.
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Secara lebih rinci, kriteria “non lancar” ini mencakup beberapa tingkatan
keterlambatan pembayaran. Pada tahap awal, kredit dianggap ‘“dalam
perhatian khusus” jika pembayaran terlambat antara 1 hingga 90 hari. Jika
keterlambatan berlangsung lebih dari 90 hari, kredit tersebut dikategorikan
sebagai “kurang lancar”. Keterlambatan yang lebih parah, yaitu antara 180
hingga 270 hari, akan membuat kredit tersebut dianggap “diragukan’.
Akhirnya, jika keterlambatan pembayaran melebihi 270 hari, kredit tersebut
akan diklasifikasikan sebagai “macet”.

Kriteria ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
tingkat risiko yang dihadapi oleh bank terkait pinjaman yang diberikan.
Penilaian ini juga membantu bank dalam mengambil tindakan yang tepat
untuk mengatasi masalah kredit, termasuk upaya penagihan yang lebih
intensif, restrukturisasi pinjaman, atau tindakan hukum jika diperlukan.
Dengan menerapkan kriteria ini, BPR DP Taspen dapat menjaga kualitas
portofolio kreditnya dan meminimalkan potensi kerugian akibat kredit
bermasalah.

Kendala apa yang dihadapi ketika melakukan penyaluran Kredit Pegawai Aktif
ASN ?

Dalam proses penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, BPR DP Taspen Cabang
Karawang menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah dalam aspek
pengumpulan pembayaran atau koleksi (collecting). Kendala utama dalam
collecting adalah kesulitan dalam memastikan bahwa angsuran pinjaman
dibayar tepat waktu oleh para debitur. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor, termasuk ketidakmampuan debitur untuk membayar, perubahan situasi
keuangan, atau ketidakpatuhan terhadap jadwal pembayaran yang telah
disepakati.

Selain itu, ada juga tantangan logistik dan administratif dalam mengelola
proses penagihan. Bank harus memiliki sistem yang efisien untuk memantau
status pembayaran setiap debitur, mengirimkan pengingat pembayaran, dan

menindaklanjuti keterlambatan pembayaran. Proses ini memerlukan sumber
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daya manusia yang cukup, serta teknologi yang mendukung untuk mengelola
data dan komunikasi dengan debitur.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah resistensi dari debitur yang
menghadapi masalah keuangan dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan
kewajibannya. Dalam kasus seperti ini, bank perlu mengambil langkah-
langkah tambahan seperti melakukan negosisasi ulang, menawarkan
restrukturisasi pinjaman, atau bahkan mengambil tindakan hukum jika
diperlukan.

Apakah ada cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah ?

Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, BPR DP Taspen Cabang
Karawang menerapkan beberapa stategi mitigasi dan selektif terhadap calon
debitur. Salah satu pendekatan utama adalah dengan melakukan mitigasi
risiko, yang melibatkan identifikasi dan pengelolaan risko-risiko petensial
sebelum kredit disalurkan. Ini termasuk melakukan penilaian yang menyeluruh
terhadap kemampuan pembayaran dan profil risiko calon debitur melalui
analisis data keuangan, histori kredit, dan kemampuan mereka untuk
memenuhi kewajiban pembayaran.

Selain itu, bank juga menerapkan selektivitas yang ketat dalam proses
penerimaan calon debitur. Hal ini berarti bank hanya akan menyetujui
pengajuan kredit dari calon debitur yang memenuhi kriteria tertentu dan
menunjukkan rekam jejak keuangan yang baik. Proses ini mencakup evaluasi
menyeluruh atas kemampuan keuangan calon debitur, termasuk verifikasi
pendapatan, pemeriksaan agunan, serta analisis risiko berdasarkan profil

kredit mereka.
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